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 ABSTRAK 

        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan dalam pemberdayaan kelompok tani yang berada di Desa Sukoreno Kecamatan 

Kalisat Kabupaten. Metode penelitian menggunakan pendekatan kulitatif. Teknik penentuan 

sampel yang digunakan ialah Purposive Sampling yaitu sampel diambil berdasarkan prioritas dan 

pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil 

penelitian atau temuan data baik data primer maupun data sekunder maka dapat dinyatakan 

bahwa kelompok tani yang berda di Desa Sukoreno ini masih belum berkembang terbukti 

kelompok tani tidak dapat berkembang menjadi kuat dan mandiri. Hal ini disebabkan  karena 

Pemerintah belum mampu sepenuhnya melaksanakan dengan baik ketiga aspek yang dijadikan 

tolak ukur pemerintah yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan kelompok tani 

berkembang (Enambling), peran pemerintah memperkuat potensi daya yang dimiliki kelompok 

tani (empowering) dan peran pemerintah dalam melindungi kelompok tani (Empowering).  
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ABSTRACT 

          This study aims to determine the role of Horticulture and Plantation Food Crops in 

empowering farmer groups in Sukoreno Village, Kalisat District. The research method uses a 

skinative approach. The technique of determining the sample used is Purposive Sampling which 

is a sample taken based on certain priorities and considerations. Techniques for collecting data 

through interviews, observation, and documentation. The data used are primary data and 

secondary data. Based on the results of research or data findings both primary data and 

secondary data, it can be stated that farmer groups in Sukoreno Village are still undeveloped as 

proven that farmer groups cannot develop into strong and independent groups. This is because 

the Government has not been able to fully implement the three aspects that are used as 

benchmarks of the government, namely creating an atmosphere that enables farmer groups to 

develop (enambling), the role of the government to strengthen the power potential of 

empowering groups and the government's role in protecting farmer groups ( Empowering). 
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      PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia sejak dulu dikenal dengan bagsa yang agraris karena mayoritas mata pencarian 

masayarakat sebagian besar bertani didukung dengan lahan pertanian yang berada dinegara 

ini cukup luas dan sumberdaya alam yang melimpah tanah yang subur iklim yang teratur. 

Sehigga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam bahan pangan yang dapat 

memberikan nilai manfaat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Padi yang paling utama 

di tanam oleh masyarakat karena merupakan bahan pangan pokok yang berada di Indonesia. 

Pada masa orde baru tahun 1984 pertanian mengalami perubahan yang signifikan karena 

yang dulunya menjadi pengimpor beras berubah menjadi pengekspor beras dan pada masa itu 

petani dapat memenuhi kebutuhan beras atau swasembada pangan. Pada tahun 1969 

memproduksi beras 12,2 juta ton beras tetapi pada tahun 1984 menghasilkan 25,8 juta ton 

beras hal ini merupakan suatu prestasi besar yang pernah dicapai oleh Indonesia. Sehingga  

bahan pangan seperti beras ini menjadi murah kebutuhan hidup menjadi baik dan hasil itu 

semua tidak lepas dengan peran pemerintah yang memberikan dorongan kepada petani untuk 

dapat mengendalikan kebutuhan pangan terutama beras.  

 Kabupaten Jember sendiri yang Letak geografis terletak pada posisi 6027’29” s/d 

7014’35” Bujur Timur dan 7059’6” s/d 8033’56” disebelah utara berbatas dengan kabupaten 

bondowoso dan kabupaten propolinggo, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten 

lumajang dan sebelah timurnya berbatasan dengan kabupaten banyuwangi. Secara 

agroklimatologi merupakan daerah subur untuk kegiatan pertaniaan. Disamping merupakan 

salah satu lumbung pangan di jawa timur potensi alamnya sangat potensial bagi 

pengembangan agribisnis dan agroindustri. Berdasarkan data rekapitulasi dari Dinas 

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2018 jumlah tanah sawah seluas 85.256 

Ha, tegal 73.741 Ha dan pekarangan 28.545 Ha. Kecamatan kalisat sendiri yang berada di 

wilayah Jember bagian utara merupakan suatu wilayah yang cukup potensial juga untuk 

usaha bidang pertaniaan mayoritas  masyarakatnya  menggantungkan hidupnya dalam bidang 

pertanian. Menurut data dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jember, 

Kecamatan Kalisat Yang memiliki luas lahan sawah yang cukup potensial yaitu 2.987 Ha, 

memiliki luas tegal 1.577 Ha dan memiliki luas pekarangan 618 Ha. Jumlah Desa yang 

berada di Kecamatan kalisat 12 Desa yaitu Desa Patempuran, Sukoreno, Sumber kalong, 
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Kalisat, Sumber jeruk, Gumuk sari, Gelagawero, Gambiran, Plalangan, Ajung, Sumber 

ketempa, Sebanen.  Jumlah yang tergabung dalam kelompok tani yang berada di kecamtan 

Kalisat adalah 63 kelompok tani yang beranggotakan 5.729. Desa Sukoreno sendiri yang 

memiliki luas lahan sawah 305 Ha, memiliki luas tegal 129 Ha dan pekarangan 37 Ha. 

Jumlah kelompok tani yang berda di Desa Sukoreno 6 kelompok tani yang beranggotakan 

450 petani. Namun kelompok tani yang berda di Desa Sukoreno mengalami permasalahan-

permasalahan yang dialami kelompok tani yang  pertama yaitu lemahnya kemampuan akses 

petani terhadap teknologi, informasi, pasar, dan permodalan serta perlindungan usaha tani. 

Permasalahan yang kedua yaitu belum optimalnya kelembagaan petani karena kurangnya 

peran aktif pengurus dalam kegiatan kelompok tani. Serta tidak adanya regenerasi 

kepengurusan kelomok tani sehingga banyak usia pengurus yang sudah berusia lanjut dan 

pengurus kurang memahami fungsi-fungsi lembaganya. Ketiga yaitu terbatasnya tingkat 

pendidikan para kelompok tani sehingga para kelompok tani tidak dapat menyerap inovasi-

inovasi yang diberikan. Oleh sebab itu maka perlunya pembinaan dan pemberdayaan 

kelembagaan dalam membina kelompok tani yang berada di Desa Sukoreno kecamatan 

Kalisat ini untuk menjadi kelompok tani yang sejahtera. 

 Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani yang 

merupakan bagian  dari peranan  pemerintah  untuk mensejahterakan  rakyatnya. Petani  

diatur  dan  ditata dalam  wadah   kelompok tani ditingkat desa dan di tingkat Kecamatan  

sehingga memudahkan  proses  penyuluhan pertanian.  Sejalan dengan adanya Undang-

undang  Nomor 19 Tahun 2013  tentang  Pemberdayaan  Petani  sangat perlu peran 

pemerintah terutama Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dan Perkebunan untuk 

memberikan pemberdayaan kelompok tani yang sesuai dengan Peraturan Bupati no 48 tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan yang memiliki tugas dan fungsi untuk 

memberikan pemberdayaan kepada kelompok tani agar kehidupan kelompok tani menjadi 

sejahtera. 

 Melihat kondisi seperti hal yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai sejauh mana Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan 

Perkebunan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani yang telah dipaparkan di atas. 
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Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi 

mengenai “Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Dalam 

Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten 

Jember ” 

1.2. Rumusan maslah 

Berdasarkan latarbelakang sebagaimana diuraikan di atas, secara umum yang menjadi 

permasalahan yaitu : Bagaimana Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan 

Perkebunan Dalam pemberdayaan kelompok tani di desa sukoreno kecamatan kalisat 

kabupaten Jemeber? 

1.3. Tujuan penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

perkebunan dalam pemberdayaan kelompok tani. 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Landasan Teori 

2.1.1 Peran Pemerintah 

  Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai 

tujuanya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan 

lingkungan (Sitanggang, 1996 :134). Peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam 

berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, 

fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan 

keamanan. Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009:132). 

Menurut Sembiring (2012: 3) fungsi pemerintah  negara termasuk pemerintah daerah 

dimanapun  berada,  sekurangkurangnya  melakukan  fungsi  pelayanan (services), fungsi 

pengaturan (regulation), dan  fungsi  pemberdayaan  (empowering), dalam  upaya  

mewujudkan  tata  kelolah pemerintahan  yang  baik  (good governance). 

 Menurut Syamsi Ibnu (1989) peranan  pemerintah  dalam  program  

pemberdayaanmeliputi lima hal, yaitu: sebagai  motivator,  dimana  pemerintah  beserta  

aparatnya,  baik ditingkat  pusat  maupun  kabupaten  sampai  di  pedesaan  harus mampu  

mendorong  segenap  lapisan masyarakat  berperan  secara aktif dalam program 

pemberdayaan. Sebagai  dinamisator,  yaitu  pemerintah  harus  bergerak  dinamis dalam  

melaksanakan  program  pembangunan  dan  dapat mempengaruhi  masyarakat  untuk  ikut  
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dinamis,  sehingga  mudah digerakkan dalam pemberdayaan. Sebagai katalisator, dalam arti 

bahwa pemerintah beserta aparatnya harus  mampu  memberikan  contoh serta  kecekatan  

gerak  tanpa mengorbankan kualitas hasilnya. Sebagai  stabilisator,  dimana  pemerintah  dan  

aparatnya  harus mampu  menciptakan  kestabilan  kegiatan  pemberdayaan,  tahan terhadap 

goncangan, baik dari luar maupun dari dalam masyarakat itu  sendiri.  Stabilisasi  dalam  hal  

ini  meliputi  bidang  ekonomi, politik  dan  sosial  budaya.  Stabilitas  merupakan  prasyarat  

mutlak bagi  kelangsungan  dan  kelancaran  pelaksanaan  program pemberdayaan. Sebagai  

modernisator,  dalam  arti  bahwa  pemerintah  dan  seluruh aparatnya  harus  mengusahakan  

dinamika  dalam  masyarakat, mementingkan kepentingan masyarakat dan persamaan hak. 

2.1.2  Tugas dan Wewenang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan 

     Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan  memiliki peran yang sangat 

besar dalam mengembangkan usaha  pertanian  di  tanah  air dukungan yang  baik  kepada 

masyarakat  yang  menggantungkan  hidupnya  dari  bertani  akan  hidup  semakin layak dan 

makmur. Perlu peran aktif dari setiap bagian di dalam Dinas Tanaman Pangan Hortikultura 

dan Perkebunan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ada beberapa peranan penting dari 

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam  meningkatkan bidang pertanian 

di tanah air adalah sebagai pemberian penyuluhan, Bantuan bibit dan pupuk, pengendalian 

harga dan penelitian. Sesuai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang 

perlindungan dan pemberdayaan petani dan Peraturan Bupati No 48 Tahun 2016 tentang 

kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja dinas tanaman pangan, 

hortikultura dan perkebunan kabupaten jember tugas dan fungsi pada bidang pengembangan 

sumber daya manusia pertaniaan. 

2.1.3  Pemberdayaan  

     Pengertian Pemberdayaan 

          Kartasasmita (dalam Irmawati 2013) menegaskan bahwa “memberdayakan masyarakat 

adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi 

yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan”. 

Menurut Kartasasmita (1996) dalam Zubaedi (2013) upaya pemberdayaan masyarakat yaitu 

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk dapat 

berkembang (enabling). Hal ini berarti, menyadarkan setiap individu maupun masyarakat 

bahwa meraka memiliki potensi. Sehingga ketika dalam pelaksanaan pemberdayaan, 
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diupayakan untuk mendorong dan membangkitkan motivasi masyarakat akan pentingnya 

mengembangkan potensi-potensi yang telah ada dan dimiliki oleh masyarakat. Memperkuat 

potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Hal ini berarti bahwa langkah 

pemberdayaan dapat diupayakan melalui kegiatan/aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, 

peningkatan kesehatan, pemberian modal, lapangan pekerjaan, adanya informasi, pasar, dan 

infrastruktur lainnya, serta membuka akses pada berbagai peluang lainnya yang mampu 

masyarakat lebih berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota 

masyarakat, melainkan juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern 

seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban. Melindungi masyarakat 

(protection).  

2.2.4. Kelompok Tani  

      Kelompok tani adalah kelembagaan petanian atau peternak yang dibentuk atas dasar 

kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumberdaya) 

dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya serta 

ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, saling 

percaya, mempunyai kepentingan dalam berusahatani, kesamaan baik dalam hal tradisi, 

pemukiman, maupun hamparan lahan usahatani (Pusat Penyuluhan Pertanian, 2012). 

Kelompok tani merupakan sebuah lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal 

dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa, bisa berdasarkan komoditas, areal tanam 

pertanian dan gender (Syahyuti, 2007) 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriktif-kualitatif, Metode deskriptif 

adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena sosial 

tertentu dengan menggunakan studi kasus. Kahar Haerah, 2016. Menurut Meleoang 

mengidentifikasikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk memmahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan 

mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan 

finomena yang di teliti.  

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 
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  Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tanman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan 

Kabupaten Jember. Penelitian dilakukan dalam upaya megetahui strategi Dinas Tanaman 

Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten dalam pemberdayaan kelompok Tani. 

Alasan lain yang mendasari adalah lokasi dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga 

peneliti dapat dengan mudah melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi serta data-

data yang mendukung kegiatan penelitian, waktu penelitian Waktu penelitian dari Bulan 

Desember 2018 sampai Januari 2019. 

3.3. Sumber Data  

  Dalam Penelitian ini subjeknya adalah kelompok tani yang berada di Desa Sukoreno 

Kecamatan Kalisat Kabupateen Jember. Sedangkan sumber data yang dipilih adalah Jenis 

data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber aslinya 

(sumber data pertama) secara langsung yang memuat informasi atau data tersebut. Data 

primer diperoleh langsung dari 6 informan yang terdiri dari : Penyuluh pertaniaan lapangan, 

Ketua Kelompok Tani Bahagia, Ketua Kelompok Tani Sejahtera, Anggota Kelompok Tani 

Bahagia, Anggota Kelompok Tani Sejahtera. Sedangkan data sekunder merupakan data 

tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber secara tidak langsung yang terkait dengan 

penelitian, yang diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal dan arsip-

arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. 

3.4.  Metode Pengumpulan Data 

   Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Wawancara dalam 

penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap 

permasalahan yang ingin diteliti. Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi dan 

komunikasi. Observasi menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observsi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu 

gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Dokumentasi menurut Hamidi (2004:72), 

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga 

atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan 

gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil dari penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), 

dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentel dari seseorang.  
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3.5   Metode Penentuan Informan 

    Menurut Sugiyono (2012:208) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering 

digunakan adalah  Purposive sampling : Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan 

pertimbangan memilih orang yang dianggap paling tahu (representatif) tentang apa yang 

kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti.  

3.6 Metode Analisa Data 

Menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2012:246) aktivitas dalam analisis 

data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification yaitu Data 

Reduction (Reduksi Data) artinya Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data Display 

(Penyajian Data) artinya Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Conclusion Drawing (verification) artinya penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. 

3.7 Keabsahan Data  

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan 

reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek yang diteliti. Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam 

penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Sugiyono 

(2006:267), Validitas merupakan “derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti”.  

PEMBAHASAN 

4.1  Peran Pemerintah Menciptakan Suasana Yang Memungkinkan Kelompok Tani 

Berkembang (Enambling) 

4.1.1 Penguatan Kelompok Tani Menjadi Kuat Dan Mandiri  

    Penguatan kelompok tani supaya dapat bisa berkembangan sangat dipengaruhi oleh 

kekompakan dan faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban di antara para anggota 
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untuk itu perlu diciptakan suatu kegiatan yang dapat menjalin keakraban di antara para 

anggota misalnya dalam bentuk pertemuan rutin, diskusi, arisan, maupun simpan pinjam. 

Kelompok tani diharapkan dapat terus berkembang menjadi kelompok tani yang kuat dan 

mandiri. Peran pengurus kelompok tani sangat penting untuk memberikan bimbingan kepada 

anggota kelompoknya untuk dapat belajar menjadi kelompok tani yang kuat dan mandiri. 

Pada umumnya potensi kelompok tani sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan 

berbagi program pembangunan pertanian yang sedang akan dilaksanakan karena kelompok 

tani pada dasarnya adalah pelaku utama pembangunan pertaniaan. Permasalahan yang terjadi 

pada kelompok tani yang berda di Desa masih terdapat kelompok yang tidak memiliki 

kekuatan untuk kuat dan mandiri karena masih banyak kelompok yang tidak berjalan 

meskipun sudah terbentuk kelompoknya mereka hanya membentuk kelompok bertujuan 

untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga mereka tidak bisa dikatakan kuat dan 

mandiri karena hanya bergantung pada pemerintah. 

    Berdasarkan hasil pernyataan anggota kelompok tani bahagia bahwa untuk penguatan 

kelompok tani menjadi kuat dan mandiri tidak dapat dimiliki oleh kelompok tani bahagia ini 

karena penyuluh pertaniaan lapangan tidak memberikan program tentang penguatan 

kelompok tani. Pada rencana kerja tahuanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan sudah jelas bahwa terdapat program tentang penguatan kelompok tani untuk 

menjadi kuat dan mandiri akan tetapi hal itu tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. 

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sudah di jelaskan pada peraturan menteri 

pertania No 82 tahun 2013 tentang pembinaan kelompok tani namun pemerintah tidak dapat 

menjalankan juga dengan baik sehingga kelompok tani bahagia dan sejahtera ini tidak bisa 

kuat dan mandiri. 

4.1.2  Peningkatan Kemampuan Anggota Dalam Pengembangan Usaha Tani 

     Pemerintah melalui penyuluh pertaniaan lapangan sudah memberikan dorongan kepada 

anggota kelompok tani untuk dapat mengembangkan usaha taninya. Dengan cara 

menubuhkan kelompok tani untuk dapat memanfaatkan potensi yang dapat kelompok tani 

dikembangkan dan memberikan arahan-arahan untuk dapat mengembangkan usaha taninya. 

Namun di Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ini tidak dapat bisa 

mengembangan usaha anggota kelompok tani dikarenakan masih berjalan sendiri sendiri. 

Tidak dapat bisa mengembangkan potensi yang ada dan anggota dari kelompok tani ini 
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sendiri masih pasif tidak dapat mengembangkan apa yang dapat bisa dikembangkan untuk 

dapat menjadi penghasilan pribadi kelompok tani. Berdasarkan hasil pernyataan ketua 

kelompok tani sejahtera tentang peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan 

usaha tani yang dilakukan pemerintah melalui peyuluh lapangan belum sepununya berhasil. 

Karena anggota kelompok tani ini banyak yang memiliki sumber daya manusia rendah 

sehingga sulit untuk bisa meningkatkan kemampuan anggota didalam pengembangan usaha 

tani. Anggota tergolong pasif tidak bisa memberikan kontribusi lebih kepada kelompok 

Taninya. 

4.1.3 Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani Menjalankan Fungsinya 

 Menurut Kartosapoetra (1994), kelompok tani terbentuk atas dasar kesadaran bukan 

secara terpaksa kelompok tani ini menghendaki terwujudnya pertanian yang baik, usaha 

taniyang optimal dan keluarga tani yang sejahtera dalam perkembangan kehidupannya. Para 

anggota terbina agar berpandangan sama berminat yang sama dan atas dasar kekeluargaan. 

Menurut uraian diatas dapat dikatakan bahwa kelompok tani berfungsi sebagai wadah 

terpeliharanya dan berkembangnya pengertian, pengetahuan dan keterampilan serta gotong 

royongan berusahatani para anggotanya. fungsi tersebut dijabarkan dalam kegiatan yaitu 

pengadaan sarana produksi murah dengan cara melakukan pembelian secara bersama, 

pengadaan bibit yang resisten untuk memenuhi kepentingan para anggotanya, mengusahakan 

kegiatan pemberantasan atau pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, punya 

kepentingan bersama berusaha memperbaiki prasarana prasarana yang menunjang usaha 

taninya, guna memantapkan cara bertani dengan menyelenggarakan demonstrasi cara 

bercocokok tanam, pembibitan dan cara mengatasi hama yang dilakukan bersama penyuluh, 

mengadakan pengolahan hasil secara bersama agar terwujudnya kualitas yang baik, beragam 

danmengusahakan pemasaran secara bersama agar terwujudnya harga yang seragam.  

4.2 Peran Pemerintah Memperkuat Potensi Daya Yang Dimiliki Kelompok Tani 

(empowering) 

4.2.1 Memberikan Penyuluhan Dan Pendampingan Kepada Kelompok Tani 

     Pemerintah melalui penyuluh pertaniaan lapangan sudah memberikan penyuluhan dan 

pendampingan. Salah satunya adalah memberikan penyuluhan tentang cara budidaya 

tanaman yang baik dan benar. Kelompok tani didampingi untuk dapat bisa menerpakan cara 

budidaya dengan baik. Namun kelompok tani masih banyak yang tidak menerapkannya 



Universitas Muhammadiyah Jember 12 

 

dikarenakan mereka menggunakan sistem tradisional yaitu cara budidaya turun temurun. 

sehingga penyuluhan yang diberikan tidak semuanya dilakukan oleh kelompok tani. 

Kelompok tani yang berda didesa sukoreno ini sudah mendapatkan pendampingan dan 

penyuluhan dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan kabupaten Jember 

melalui penyuluh lapangan yang bertugas di Desa Sukoreno. Tujuan untuk penyuluhan dan 

pendampingan diharapkan kepada kelompok tani untuk mengembangkan cara budidaya 

tanaman dan cara pemupukan dengan baik sehingga hasilnya dapat menjadi meningkat.    

4.2.2 Memberikan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Informasi 

     Untuk meningkatkan pengetahuan kelompok tani maka perlunya pemerintah ambil 

peran dalam memberikan akses pengetahuan, eknologi dan informasi kepada kelompok tani 

supaya kelompok tani itu bisa memiliki perubahan didalam cara berfikir yang masih 

tradisional sehingga memiliki daya pemiikiran yang modern. Perlunya kelompok tani 

diperkenalakan dengan pengetahuan, teknologi dan informasi baru yang dapat membuat 

kelompok tani menjadi lebih mudah didalam melaksanakan kegiatan usaha taninya. 

   Pemerintah melalui penyuluh pertaniaan sudah memberikan ilmu pengetetahuan yang 

baru, informasi dan teknologi yang baru kepada kelompok tani sejahtera. Sehingga mereka 

dapat menjadi lebih moderen didalam mengola usaha taninya. Pemerintah juga berupaya 

untuk memberikan pengetahuan tentang cara pembuatan pupuk organik yang dapat 

menyuburkan pada tanaman sehingga kelompok tani tidak terlalu banyak menggunakan 

pupuk yang banyak mengandung kimia. 

4.2.3 Memfasilitasi Biaya Dan Permodalan Usaha Kelompok Tani 

     Dinas tanaman pangan haortikultura dan perkebunan adalah salasatu lembaga tangan 

panjang pemerintah yang dapat membantu kelompok tani didalam menjalankan kegiatan 

proses pertaniaanaannya sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang 

perlindungan dan pemberdayaan petani dimana petani mendapatakan perlindungan dan 

pemebrdayaan dan didalam isi pemeberdayaan itu untuk dapat membantu melancarkanya 

kegiatan pertaniaan dengan memberikan memfasilitasi biaya dan permodalan usaha 

kelompok kelompoktani. Berdasarkan hasil pernyataan ketua kelompok tani bahagia bahwa 

kelompok tani bahagi juga tidak menerima fasilitas permodalan dari pemerintah. Sehingga 

mereka menggunakan modal diri sendiri untuk usaha taninya dan ada sebagaian yang 

meminjam ke bank apabila sudah kekurangan modal untuk usaha taninya. Berdasarkan 
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undang-undang nomor 19 tahun 2013 bahwa pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi 

pembiayaan dan  usaha permodalan kelompok tani namun kelompok tani yang berda di Desa 

Sukoreno ini tidak mendapatkan fasilitas usaha permodalan. 

4.2.4 Memfasilitasi Kelembagaan Ekonomi Kelompok Tani 

     Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan mendorang 

kelompok tani untuk dapata membuata jaringan ekonomi. Kegiatan penumbuhan dan 

pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka 

mengembangkan penyuluhan pertanian. Dengan adanya model ini diharapkan dapat 

diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh 

petani secara profesional di sektor pertanian. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani 

bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha dan posisi tawar petani. 

Dengan membentuk jaringan ekonomi kelompok tani seperti badan usaha milik petani dan 

koperasi. Kelompok tani yang berda Di Desa Sukorono ini masih belum bisa membentuk 

kelembagaan ekonomi kelompok tani dikarenakan semua anggota kelompok tani karena 

tidak memiliki rasa kepercayaan sesama anggota kelompok tani. 

4.3     Peran Pemerintah Melindungi Kelompok Tani (Empowering) 

4.3.1 Melindungi Kelompok Tani Dari  Flaktuasi Harga Dan Gagal Panen 

     Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura di Kabupaten Jember 

mempunyai kewajiban untuk dapat melindungi kelompok tani darai naik turunnya harga 

serta gagal panen ketika iklim tidak mendukung. Pemerintah untuk melindungi kelompok 

tani dari naik turunya haraga dan gagal panen upaya pemerintah yaitu memberikan jalan 

pasar kepada kelompok tani yaitu dengan bekerjasama dengan BULOG. Akan tetapi harga 

yang di tawarkan lebih muruh sehingga kelompok tani menjualnya kepda pengepul yang ada 

di sekitar rumah mereka dan membuat kelompok tani lebih besar untuk di permainkan 

harganya oleh para pengepul. Untuk gagal panen pemerintah memberikan uapaya dengan 

bekerja sama dengan pihak asuransi yaitu meberikan ganti rugi per hektarnya itu satu juta 

dengan biaya pendaftaran 30 ribu. Akan tetapi harga yang di tawarkan lebih muruh sehingga 

kelompok tani menjualnya kepda pengepul yang ada di sekitar rumah mereka dan membuat 

kelompok tani lebih besar untuk di permainkan harganya oleh para pengepul. 
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4.3.2 Menyediakan Prasarana Dan Saran Produksi Untuk Usaha Kelopok Tani 

     Dinas Tanaman Panagan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Jember  

berkewajiban menyediakan bebearpara prasaran yang dapat membantu usaha kelompok tani 

yaitu pupuk, benih dan mesin yang dapat membantu usaha produksi kelompok tani sehingga 

kelompok tani dapat bisa menjalakan usahanya dengan baik. Berdasarkan hasil pernyataan 

ketua kelompok tani bahagia tentang prasaran produksi sudah diberikan bantuan oleh 

pemerintah yaitu Hasil wawancara peneliti dengan kelompok tani bapak Hasan bahwa 

kelompok tani di Desa sukoreno ini memang sudah mendaptkan bantuan sarana dan 

prasarana produksi  berupa traktor, pompa air, subsidi pupuk,bantuan pestisida dan saluran 

irigasi. Tetatpi menurut kelompok tani bahagia ada prasranyang kurung untuk kelompoknya 

yaitu mesin dores karena kelompoknya sangat membutuhkan mesin tersbut untuk menggiling 

gabah. Tetapi saat ini masih belum di kabulkan oleh pemerintah. 

4.4 Faktor penghambat dan pendukung Dinas Tanaman Pangan Hortikultura   Dan 

Perkebunan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani 

 Menurut hasil wawancara denagan penyuluh lapangan bapak Haris yang bahwa yang 

merupakan faktor penghambat dari pemberdayaan kelompok tani adalah mayoritas faktor 

pendidikan sumberdaya manusia (SDM) yang kurang dan terbatas yang masih memiliki 

pendidikan yang rendah sehingga penyuluhan yang diberikan oleh Dinas sendiri tidak dapat 

diserap dengan baik oleh para kelompok tani. Kelompok tani masih bayak yang tidak aktif 

misalnya salah satu contoh di Desa Sukoreno sendiri dari 6 kelompok tani yang aktif cuma 2 

kelompok tani dan apabila ada rapat penyuluhan atau pemberdayaan para petani yang hadir 

sedikit tetapi apabila ada bantuan itu yang hadir banyak sehingga dari situlah lembaga 

menjadi tidak efektif. Didalam melakukan pemberdayaan  kelompok  tani di Desa Sokoreno 

yaitu pelatihan dan penyuluhan banyak kelompok tani yang  tidak dapat mengaplikasikan 

dengan baik karena mereka masih mempertahankan cara-cara tradisionalnya dalam usaha 

taninya.  

 Adapun  faktor  yang  pendukung  dari  Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan yaitu memberiakan sarana prasarana kepada kelompok tani yang berada di Desa 

Sukoreno yaitu mesin, pompa air, benih, bibit,  pembentuakan saluran irigasi dan bantuan 

pupuk bersubsidi. 
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PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

    Maka dapat disimpulkan bawa peran pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura 

Dan Perkebunan Kabupaten Jember melalui penyuluh pertaniaan lapangan untuk 

menciptakan potensi kelembagaan kelompok tani didalam penguatan kelembagaan kelompok 

masih kurang karena pernyataan anggota bahwa tidak adanya program tentang penguatan 

kelembagaan kelompok yang diberiakan oleh pemerintah sehingga kelompok tani masih 

belum bisa kuat dan mandiri. Kemampuan anggota didalam menjalankan usaha taninya 

masih kurang karena sumberdaya manusia anggota kelompok tani lemah dan tidak memiliki 

pemikiran yang kreatif. Kelompok tani juga belum bisa mmenjalankan fungsinya dengan 

baik karena kurangya kekompakan dan komunikasi antar anggota tidak berjalan sehingga 

upaya pemerintah untuk peningkatan kemampuan kelompok tani menjalankan fungsinya 

tidak dapat diterapkan oleh kelompok tani sejahtera dan kelompok tani bahagia.  

 Peran pemerintah untuk memperkuat potensi daya yang dimiliki kelompok tani sudah 

diterapkan melalui penyuluh pertaniaan lapangan meberikan peyuluhan dan pendampingan 

kepada kelompok tani sejahtera dan kelompok tani bahagia. Namun puyuluhan tentang 

pemberdayaan kelompok tani yang diberikan tidak dapat diterapkan dengan baik karena 

kelopok tani masih banyak yang menggunakan metode tradisional yaitu cara yang digunakan 

secara turun temurun yang sangat melekat. Untuk permodalan kelompok tani sejahtera dan 

bahagia ini pemerintah tidak memfasilitasi atau mebantu kelompok tani didalam permodalan 

usaha taninya sehingga kelompok tani menggunakan modal sendiri. Pemerintah juga 

memberikan akses ilmu pengetahuan,teknologi dan informasi kepada kelompok tani sejahtera 

dan bahagia dengan memberikan ilmu-ilmu baru yang dapat kelompok tani menjadi lebih 

moderen didalam mengelola usaha taninya. Serta memberikan pengetahuan tentang teknologi 

baru yang dapat mempercepat didalam proses usaha taninya dan memberikan informasi baru 

tentang penemuan penyakit yang dapat menyebabkan tanaman kelompok tani menjadi rusak. 

Pemerintah melalui penyuluh pertaniaan lapanagan mendorong kelompok tani dapat 

membentuk kelembagaan ekonomi kelompok tani untuk dapat meningkatkan skla ekonomi, 

efisiensi usaha dan posisi tawar kelopok tani. Namun kelopok tani sampai saat ini tidak 

memiliki kelembagaan ekonomi kelompok tani walaupun ada dorongan dari pemerintah 
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tetapi kelompok tani tidak melaksanakan dengan baik karena faktor kesadaran pengurus dan 

kepercayaan sesama anggota kelompok tani yang masih kurang. 

 Pemerintah berperan juga didalam melindungi kelompok tani dari flaktuasi harga dan 

gagal panen yaitu memberikan jalan untuk menjaga kelopok tani dari naik turunnya harga 

yaitu bekerjasama dengan BULOG, tetapi kelompok tani tidak menjalankan upaya yang 

diberikan oleh pemerintah kelompok tani lebih memilih menjual kepada pengepul karena 

haraga yang ditawarkan lebih besar. Sehingga resiko kelompok tani untuk mengalami 

flaktuasi harga sering terjadi pada saat pengepul mempermainkan harga. Upaya pemrintah 

untuk melindungi kelompok tani dari gagal panen dengan cara bekerjama dengan pihak 

asuransi sehingga pada saat gagal panen kelompok tani mendapatkan ganti rugi per hektarnya 

1 juta. Pemerintah juga memberikan prasarana dan sarana produksi untuk usaha tani dengan 

memberikan alat bantuan berupa mesin traktor, pompa air, subsidi pupuk, bantuan pestisida 

dan saluran irigasi kepada kelompok tani sejahtera dan bahagia. 

5.2  Saran 

    Saran peneliti kepada pemerintah terutama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura 

Kabupaten Jember untuk lebih ditingkatkan lagi didalam memberikan pemberdayaan 

kepada kelompok tani terutama kelompok tani yang berada di Desa Sukoreno. Karena 

kelompok tani ini masih sangat kurang didalam melaksanakan usaha tani kelopoknya 

terbukti kelompok tani tidak dapat mengembangkan potensi yang dapat kelompok tani 

menjadi kuat dan mandiri. Serta perlunya peningkatan bimbingan kepada kelompok tani 

untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mengalihkan fikiran kelompok tani 

yang masih menggunakan metode-metode tradisional menjadi moderen. 
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